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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 211/PMK.03/2017 

TENTANG 

TATA CARA PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (7) dan 

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden  

Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak; 

 

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden  

Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 222); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

2. Kantor Pusat yang selanjutnya disingkat KP adalah 

kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri atas 

unit setingkat eselon I, unit setingkat eselon II, dan Unit 

Pelaksana Teknis. 

3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang 

selanjutnya disebut Kanwil DJP adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal 

Pajak.  

4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP 

adalah  instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Kanwil DJP. 

5. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP 

Pratama. 

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Presiden Nomor 37 

Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden  

Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan 

www.peraturan.go.id



2017, No.1978 
-3- 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 222). 

7. Nilai Kinerja adalah hasil penghitungan capaian kinerja 

organisasi dan capaian kinerja pegawai yang digunakan 

sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian Tunjangan 

Kinerja. 

8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang dibayarkan 

sesuai dengan pencapaian kinerja dengan paling sedikit 

mempertimbangkan kriteria capaian kinerja organisasi 

dan capaian kinerja pegawai. 

9. Kinerja Capaian Penerimaan Pajak adalah persentase 

capaian penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak 

yang dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak 

neto 1 (satu) tahun anggaran yang telah ditetapkan 

dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yang 

telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan dengan target penerimaan pajak 

tahun anggaran yang bersangkutan. 

10. Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak adalah 

persentase pertumbuhan penerimaan pajak Direktorat 

Jenderal Pajak yang dihitung dengan membandingkan 

pertumbuhan penerimaan pajak 1 (satu) tahun anggaran 

dengan target pertumbuhan penerimaan pajak tahun 

anggaran yang bersangkutan.  

11. Penerimaan Pajak Neto DJP adalah jumlah realisasi 

penerimaan pajak bruto selama 1 (satu) tahun anggaran 

dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah 

Membayar Imbalan Bunga (SPMIB),  dan Surat Perintah 

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP), yang 

ditetapkan dalam Laporan Keuangan Kementerian 

Keuangan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

12. Penerimaan Pajak Neto Kanwil DJP adalah jumlah 

realisasi penerimaan pajak bruto selama 1 (satu) tahun 

anggaran untuk Kanwil DJP yang bersangkutan 
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dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah 

Membayar Imbalan Bunga (SPMIB),  dan Surat Perintah 

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP), serta 

disesuaikan dengan pemindahbukuan sesuai mekanisme 

yang berlaku, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Pajak dengan mendasarkan pada Laporan Keuangan 

Kementerian Keuangan yang telah selesai Laporan 

Keuangan Kementerian Keuangan dilakukan 

pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

13. Penerimaan Pajak Neto KPP adalah jumlah realisasi 

penerimaan pajak bruto selama 1 (satu) tahun anggaran 

untuk KPP yang bersangkutan dikurangi pembayaran 

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga 

(SPMIB),  dan Surat Perintah Membayar Pengembalian 

Pendapatan (SPMPP), serta disesuaikan dengan 

pemindahbukuan sesuai mekanisme yang berlaku, yang 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan 

mendasarkan pada Laporan Keuangan Kementerian 

Keuangan yang telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan. 

 

Pasal 2 

(1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak diberikan Tunjangan Kinerja 

setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan paling banyak 10% (sepuluh persen) 

lebih rendah sampai dengan paling banyak 30% (tiga 

puluh persen) lebih tinggi dari besaran Tunjangan Kinerja 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden, dengan 

memperhatikan keadaan keuangan negara. 
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Pasal 3 

(1) Pemberian besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan paling sedikit dengan 

mempertimbangkan kriteria sebagai berikut: 

a. capaian kinerja organisasi; dan 

b. capaian kinerja pegawai. 

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

pemberian Tunjangan Kinerja juga mempertimbangkan 

karakteristik organisasi. 

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

digunakan sebagai dasar untuk menghitung besaran 

Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai  

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 

 

BAB II 

KRITERIA CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

 

Pasal 4 

(1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas parameter: 

a. kinerja penerimaan pajak; dan 

b. kinerja pendukung penerimaan pajak. 

(2) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki bobot sebesar 60% (enam puluh persen) 

dari dasar pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). 

(3) Penghitungan capaian kinerja organisasi didasarkan 

pada rentang Kinerja Capaian Penerimaan Pajak, rentang 

kinerja pertumbuhan penerimaan pajak, dan rentang 

kinerja pendukung penerimaan pajak. 

(4) Rentang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan hasil pengelompokan Kinerja Capaian 

Penerimaan Pajak, kinerja pertumbuhan penerimaan 

pajak, dan kinerja pendukung penerimaan pajak 

berdasarkan besaran yang telah ditentukan. 
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